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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena aas rahmat dan karunia-Nya,
buku ini dapat disusun dan disd esaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagal salah satu upaya
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai filsafa ilmu dalam konteks
kewarganegaraan, khususnya terkait nilai-nila aksiologi, etika publik, integritas birokrag,
tanggung jawab sosd, serta berbagai tantangan mord di era digital. Materi yang disgjikan
diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembaca ddam memahami pentingnya nilai, mord,
dan etika sebaga dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa
perubahan besar dalam kehidupan manusia. Oleh karenaiitu, diperlukan pemahaman filosofis
yang mampu menjadi pedoman ddam menyikapi berbagai persodan sosd, politik, dan
kebangsaan secara kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mddui buku ini, penulis
berupaya menghubungkan konsep-konsep filsafat dengan redlitas kehidupan sehari-hari
sehingga pembaca dapat melihat relevansinya dalam praktik kewarganegaraan.

Buku ini disusun dengan bahasa yang sstematis dan mudah dipahami agar dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa, dosen, penditi, maupun masyarakat umum yang memiliki
minat terhadap kajian filsafat ilmu dan pendidikan kewarganegaraan. Harapannya, buku ini
tidak hanya memperkaya wawasan akademik, tetapi juga mendorong lahirnya warga negara
yang berintegritas, berkarakter, sertamampu berkontribus positif bagi kemajuan bangsa

Penulismenyadari bahwabuku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh sebab
itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karyaini di
masa mendatang. Semoga buku ini memberikan manfaat, menjadi sumber inspiras, serta
berkontribus daam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter generas
penerus bangsa.

Kupang, Juni 2026

Penulis
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Bab 1

FONDASI AKSIOLOGIS
KEWARGANEGARAAN

Fondas Aksiologi Kewarganegaraan menjelaskan pentingnya nila sebagal dasar
ddam kehidupan bernegara. Aksiologi membantu memahami bagaimana seseorang
menentukan apayang baik dan benar daaminteraks sosid. Dalam konteks kewarganegaraan,
nilai tidak hanya menjadi pedoman individu, tetapi juga mengatur hubungan antara warga
negara dengan negara dan sesama masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan
bukan sekadar gtatus hukum, melainkan juga tanggung jawab mora ddam kehidupan
bersama.

Sdlanjutnya, nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, toleransi, dan penghormatan
terhadap hak asas manusia menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai tersebut
terus berkembang mengikuti perubahan zaman, termasuk pengaruh globdisas dan teknologi.
Nilai-nilai dasar seperti Pancasilatetap menjadi pijakan utama, namun perlu dipahami secara
kontekstua agar tetap relevan dengan kondis masyarakat modern(Ulvi Laili & Imam Mudih,
2025). Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, tolerand, dan penghormatan terhadap hak
asas manusiaberfungs sebagal kompas moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilal tersebut memberi arah bagi individu dadam menentukan sikap yang tepat ketika
menghadapi berbagal situas sosd. Ketikanila ini dihayati secara mendalam, perilaku yang
muncul cenderung mencerminkan kessimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan
bersama sehingga tercipta interaksi yang lebih harmonis. Sdanjutnya, pendekatan aksiologi
menekankan bahwa nilai harus dipahami sekaligus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dadam membentuk pengetahuan, sikep, dan
tindakan yang seimbang.

Dengan adanya pemahaman nilai yang kuat, warga negara dihargpkan mampu
menjdankan hak dan kewgiban secara bertanggung jawab serta berkontribus ddam
menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonislAhmad Muhamad Mustain Nasoha,
AshfiyaNur Atqgiya, et d., 2025). Pendekatan aksiologi juga menuntut agar proses pendidikan
tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi mampu mengintegrasikan nilai kedalam praktik
nyata kehidupan sosd. Mddui pembegjaran yang reflektif dan kontekstual, peserta didik
digjak untuk mengaitkan pengetahuan dengan Situas yang merekahadapi sehari-hari sehingga
nilai yang dipelgjari tidek bersifat abstrak.

Proses ini mendorong terbentuknya kesadaran mora yang lebih matang, karena
individu belgjar memahami konsekuens dari setiap tindakan yang diambil serta dampaknya



bagi orang lain. Pendidikan kewarganegaraan dalam hd ini menjadi ruang pembentukan
karakter yang menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan perilaku sehingga warga negara
mampu bertindak secara bijaksana dan berperan aktif daam kehidupan sosd yang
berlandaskan nilai-nilai etika

1.1 Hakikat Nilai dalam Civics

Hakikat nilai dalam kajian Civics atau pendidikan kewarganegaraan tidak dapat
dilepaskan dari pendekatan filsafat, khususnya aksiologi. Aksiologi dipahami sebagai
cabang filsafat yang secara khusus mengkaji tentang nilai, baik yang berkaitan dengan
moral (etika) maupun keindahan (estetika), serta bagaimana nilai tersebut digunakan
dalam kehidupan manusia(R. Amalia & Rakhmat, n.d.). Dalam konteks pendidikan
kewarganegaraan, pemahaman aksiologi menjadi penting karena nilai tidak hanya
dipelgjari sebagai konsep abstrak, tetapi jugadiinternalisasikan dalam sikap dan perilaku
warga negara.

Etika memberikan arah tentang apa yang dianggap benar dan pantas dalam
kehidupan publik, sedangkan estetika membentuk cara penyampaian dan ekspresi nilai
tersebut agar lebih bijak dan manusiawi. Melalui pengintegrasian kedua dimens ini,
pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk individu yang tidak hanya taat pada
norma, tetapi juga memiliki kepekaan sosial serta kemampuan berinteraksi secara
harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai-nilai yang dipelajari dapat
diwujudkan secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dalam proses pendidikan aksiologi menempatkan nilai sebagai inti dari setiap
aktifitas manusia. Nilai juga dipahami sebagai sesuatu yang dianggap bermakna,
berharga, dan menjadi panduan dalam menempatkan pilihan tindakan. Kgjian aksiologi
juga membahas tentang bagaimana cara manusia menilai benar atau salah, baik atau
buruk, agar nilai dapat menjadi pedoman untuk membentuk sikap dan perilaku individu,
sehingga pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu, tetapi juga membantu
membentuk dan mengembangkan sistem penilaian dalam diri peserta didik.

Dalam pendidikan kewarganegaraan, nilai memiliki posisi yang sangat penting
karena tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang berkarakter. Pendidikan
ini tidak hanya beris materi tentang hukum atau kongtitusi, tetapi juga
menginternalisasikan nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan demokrasi sehingga
peserta didik mampu memahami makna kehidupan berbangsa. Pendidikan
kewarganegaraan berfungs sebagai wahana pembentukan civic disposition yang
mencerminkan karakter bangsa secara utuh(Da, n.d.-a). Perkembangan globalisasi dan
kemajuan teknologi digital memang membawa banyak kemudahan, tetapi juga menuntut
masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyaring berbagai
pengaruh yang masuk. Tidak semua nilai yang datang dari luar sesuai dengan jati diri
dan budaya bangsa, sehingga diperlukan kemampuan untuk memilih mana yang
bermanfaat dan mana yang justru dapat merusak tatanan nilai yang telah ada. Dalam
situasi ini, peran pendidikan menjadi sangat penting untuk membantu peserta didik
memahami dan memegang teguh nilai-nilai dasar seperti etika, tanggung jawab, dan rasa
hormat terhadap sesama. Melalui pembelgjaran yang menekankan pada pemahaman
nilai, generass muda dapat tetap terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan
identitasnya. Oleh karena itu, penguatan nilai tidak berarti menolak modernitas,



melainkan menyeimbangkannya dengan kearifan lokal agar tercipta kehidupan yang
selaras, adaptif, dan tetap berakar pada budaya sendiri.

Pengertian aksiologi dalam Civics mempertegaskan jika ukum dan aturan tidak
dapat berdiri sendiri, harus sgadan dengan nilai-nilai tertentu. Aturan muncul karena
adanya nilai yangdisepakati bersama sama/musyawarah dalam masyarakat. Jika nilai
tidak dipahami secara benar dan melandasi maka aturan pun akan dijalani secara kaku
dan formalistik. Hal ini sering terjadi contohnya ketika materi kewarganegaraan hanya
menggunakan model penghafalan pasal tanpa memahami isi secara mendalam.

Fungs dari pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai yaitu untuk
membentuk kesadaran moral peserta didik. Kesadaran ini muncul dengan melalui
berbagai tahapan bukan muncul secara instan. Tahapan tersebut meliputi proses
pembiasaan, refleksi, dan pengalaman sosial. Dalam hal ini, nilai dihidupkan melalui
praktik kehidupan sehari-hari bukan hanya hanya digjarkan secara teoritis. Proses ini
menyebabkan peserta didik mampu memahami nilai dalam kehidupan sehari-hari atau
dalam konteks nyata.

Selanjutnya, aksiologi dalam Civics juga berkaitan dengan pembentukan identitas
kebangsaan. Nilai-nilai yang digarkan dalam pendidikan kewarganegaraan
mencerminkan ideologi dan karakter bangsa. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai
tersebut bersumber dari Pancasila yang memuat prinsip kemanusiaan, persatuan,
demokrasi, dan keadilan sosial. Nilai ini berfungsi sebagai pedoman dalam membangun
kehidupan kolektif yang harmonis(Zulfahmi & Aprison, n.d.). Aksiologi dalam Civics
tidak hanya menanamkan pemahaman tentang nilai, tetapi juga membentuk kesadaran
kolektif sebagai bagian dari bangsa. Nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila dihayati
sebagai identitas bersama yang membedakan bangsa Indonesiadari bangsalain. Melalui
proses pendidikan, nilai tersebut diterjemahkan ke dalam sikap toleransi, gotong royong,
serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mendorong
terbentuknya karakter warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban,
tetapi jugamemiliki rasamemiliki terhadap bangsa, sehinggaidentitas kebangsaan dapat
terjaga dan berkembang secara dinamis di tengah perubahan zaman.

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya membahas tentang kepatuhan individu
atau kelompok terhadap aturan, tetapi juga membahas mengenai kesadaran kritis
terhadap nilai yang menjadi fondas aturan tersebut. Peserta didik dituntun untuk
memahami secara mendalam mengenai norma yang berlaku, sehingga peserta didik
tidak mengetahui sgja, tetapi juga mampu menaati, menilai dan bahkan
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengkritisi
kebijakan publik secara konstruktif. Hal ini sangat penting untuk membentuk
masyarakat yang aktif dan partisipatif.

Pendekatan aksiologi dalam pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya
keterpaduan antara aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Proses pembelgjaran tidak
hanya diarahkan pada penguasaan materi secara kognitif, tetapi juga pada pembentukan
sikap serta kemampuan sosial yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Pesertadidik
tidak cukup hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, melainkan juga
diharapkan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melaui keterlibatan
aktif di lingkungan sosial. Keterpaduan ini menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan
kewarganegaraan karena menunjukkan keselarasan antara pemahaman, keyakinan, dan
perilaku individu sebagai warga negara(Da, n.d.-b).



Hakikat nilai dalam Civics menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan
berfokus pada pembentukan individu yang memiliki etika dan rasa tanggung jawab
sebagai warga negara. Penekanan pada dimensi nilai menjadikan Civics sebagai media
untuk menumbuhkan kehidupan demokratis yang berlandaskan pada keadaban.

1.2 Integrasi Etika dan Estetika Politik

Dalam konteks politik, integrasi ini terlihat dalam bagai manakebijakan publik tidak
hanya adil secara normatif, tetapi juga dirancang dengan mempertimbangkan dampak
sosial dan psikologis masyarakat. K ebijakan yang baik tidak hanya benar secara hukum,
tetapi juga mampu menciptakan rasa nyaman, keteraturan, dan keharmonisan dalam
kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, integrasi etika dan estetika politik juga berperan penting dalam
membangun komunikasi politik yang sehat. Dalam era digital, seringkali terjadi
polarisasi akibat komunikasi yang kasar dan provokatif. Hal ini menunjukkan bahwa
kurangnya dimens estetika dalam politik dapat merusak nilai etika itu sendiri, karena
pesan yang benar dapat kehilangan makna ketika disampaikan dengan cara yang tidak
bijak (Santdia, 2025). Keterpaduan antara etika dan estetika politik menuntut cara
penyampaian pesan yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga santun dan
menghargai pihak lain.

Daam ruang digital yang serba cepat, gaya komunikasi yang emosiona dan
konfrontatif mudah menyebar serta memicu kesalahpahaman yang berujung pada
perpecahan. Pendekatan yang memperhatikan estetika komunikasi membantu menjaga
kualitas dialog publik sehingga perbedaan pandangan dapat disampaikan tanpa
menimbulkan konflik yang merugikan. Sikap ini mendorong terciptanya ruang diskusi
yang lebih inklusif, karena setiap individu merasa dihargai dan didengar meldui cara
penyampaian yang beradab serta bertanggung jawab.

Sdanjutnya, estetika politik berkaitan dengan bagaimana praktik politik
disampaikan dan dijalankan secara harmonis, beradab, serta mampu menciptakan rasa
keindahan dalam kehidupan publik. Estetika tidak hanya berkaitan dengan seni atau
visual, tetapi juga mencakup cara berkomunikasi, gaya kepemimpinan, serta bentuk
interaksi politik yang santun dan tidak destruktif. Integrasi antara etika dan estetika
politik menegaskan bahwa kebenaran moral sgja belum cukup apabilatidak diwujudkan
dalam bentuk praktik yang baik dan dapat diterima secara sosial. Palitik yang etis tetapi
disampaikan dengan cara kasar, provokatif, atau penuh konflik akan kehilangan makna
keindahannya, sehingga sulit membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu,
diperlukan keseimbangan antara nilai moral dan cara penyampaiannya.

Daam perkembangan ilmu sosial, integrasi ini dapat dipahami melalui pendekatan
aksiologi, yaitu kgjian tentang nilai dalam kehidupan manusia. Etika berfungsi menjaga
kebenaran dan kepantasan, sedangkan estetika menghadirkan keindahan dalam ekspres
nilai tersebut. Keduanya harus berjalan secara sinergis agar menghasilkan praktik sosial
yang bermakna dan konstruktif (Kamaruzaman, 2025).

Pendekatan aksiologi menempatkan etika dan estetika sebagai dua dimensi yang
saling melengkapi dalam membentuk kuaitas praktik sosia. Etika memberi batasan
tentang apa yang benar dan pantas, sementara estetika menentukan bagaimana nilai
tersebut diwujudkan secaramenarik dan dapat diterima. K etika keduanya diintegrasikan,
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